
 

 

 

 

 

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  11  TAHUN  2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 

11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM 

NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penggunaan 

Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik dan penentuan batas waktu melengkapi Daftar 

Pemilih Tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari 

Pemungutan Suara berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, 

perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di 

Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1660); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR 

PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 

4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga 

Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih 

kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. 
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(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat: 

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

lebih pada hari pemungutan suara, sudah 

kawin, atau sudah pernah kawin; 

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih 

yang dibuktikan dengan KTP-el; 

e. dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih 

dapat menggunakan Surat Keterangan 

perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas 

kependudukan dan catatan sipil atau instansi 

lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan 

untuk itu; dan 

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional 

Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

(3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, 

harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam 

Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara 

Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak 

memilihnya. 

 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga 

Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 37 

(1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), 
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Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat 

Keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai 

Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan 

menggunakan formulir Model A.A.1-KPU. 

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat 

pemberitahuan pindah memilih dengan 

menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan 

digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 

7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara. 

(3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP 

Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan 

formulir Model A.5-KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari 

sebelum hari pemungutan suara dengan 

menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. 

 

3. Ketentuan ayat (10) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 38 

(1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan 

laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37, melakukan mekanisme: 

a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan 

pada DPT dengan KTP-el; dan 

b. melakukan pengecekan Pemilih yang 

bersangkutan pada DPT dengan menggunakan 

softfile DPT dan/atau melalui Sidalih. 

(1a) Laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 dan berdasarkan hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari 

DPT asal setelah proses pindah memilih selesai. 
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(2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah 

memilih pada kolom keterangan DPT dan 

menerbitkan surat keterangan pindah memilih 

menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan 

ketentuan: 

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang 

bersangkutan; dan 

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota. 

(3) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi: 

a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk 

kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal 

lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan 

TPS asal Pemilih;  

b. alamat dan TPS tujuan; dan 

c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih. 

(4) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat 

Pemilih yang pindah memilih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom 

keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih. 

(5) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) 

disusun oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan 

formulir Model A.4-KPU. 

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi 

DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1-

KPU. 

(7) PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah 

dijangkau paling lambat 15 (lima belas) Hari 

sebelum hari pemungutan suara. 

(8) DPTb yang diumumkan tidak menampilkan 

informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor 

Kartu Keluarga Pemilih secara utuh. 

(9) PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS 

paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari 

pemungutan suara.  
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(10) Dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat 

melebihi jumlah maksimal 500 (lima ratus) Pemilih 

di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb. 

 

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah, sehingga 

Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 39 

(1) DPT dan DPTb, dapat dilengkapi dengan DPK. 

(2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai 

Pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat 

sebagai Pemilih. 

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan 

suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat 

Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh 

dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi 

lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan 

untuk itu. 

(4) Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang 

tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 

perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas 

kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain 

yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk 

itu. 

(5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

menggunakan formulir Model A.DPK-KPU. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal  4 April 2019 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

ARIEF BUDIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta, 

pada tanggal 5 April 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2019  NOMOR  389 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT JENDERAL  

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Hukum, 

 

 

 

Sigit Joyowardono 
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